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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOL INGGOD
NOMOR : 5 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI FARKIR DI TEPI JALAN UMLIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUFATI PROBOLINGGO

Keputl
198 %

Bahwa dengan telah ditetapkannva

Dalam Negeri Nomor 119 Tahun

Lingkup dan Jenis—Jenis Retribusi Daeras

dan Dasrah Tingkat II; maka Retribusi qukir Di

Jalan Umum jenis retri

Tingkat II 3

merupakan

Bahwa
pada huruf a, perlu diatur dengan Peraty

Undang—Undang MNomor 12 Tahun 19530 tentan

Dasrah—Dasrah ¥abupaten dalam Lingkun
Jawa Timur 3
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1780 4

{Lembaran Negara Tahun

L embaran MNegara Nomor 3186) 3

Undané—ﬂndang pMomor 8 Tahun 1981 tentang Hubkum

Pidana {Lembaran Negara Tahun 1981 MNomor

L embaran Negara Nomor 3209) 3

untuk memungut retribusi sebagaiﬂana

1780 Nomor 49,

usan Menteri
entang

i Tingkat I

Ruang

Tepi
busi daerah
dimaksud
ran Daerah.

g Pembentukan
gan Propinsi
entang Jalan

Tambahan

Acara

76, Tambahan

tndang-Undang MNomor 14 Tahun 1992 tentanpg Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan {Lembaran Negara

Tahun 1932

Momor 56, Tambahan Lembaran Negars Momor 3478) ;

Undang—Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Fajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1997 pNomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3683) 3

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah-

an Daerah (Lembaran Negara Tahun 19992 Nomor &0) 3

e T i s SRR

>



i7.

i8.

Feraturan Femerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Felaksanaan Undang-Undang Momor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum @Acara Pidana (Lembaran Negara | Tahun 1983
Nomor &, Tambahan Lembaran Negara Nomor BF258) j

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1220 tentang
Fenverahan Sebagian Urusan Femerintahan Dalam Bidang
Lala Lintas dan Angkutan Jdalan kepada Daesrah
Tingkat I dan Tingkat II {Lembaran Negara Tahun 1970
Nomor 24, Tambahan Lembaran Megara Nomor| 3410} 3

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1927 tentang
Retribusi Daerah {Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36F2) 3

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang—Undangan dan Bentuk Rancargan‘ Undang—
Undang, Rancangan Feraturan FPemerintah, [dan Rancangan

Keputusan Fresiden j

L

Keputusan HMenteri Dalam Megeri Nomor 43 Tahun 1780
tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran| di Daerahs
¥eputusan HMenteri Dalam Negeri Nomor 25 Tabhun 1786
tentang Ketentuan Umum Mengenai FPenyidik Pegawai
Megeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah o
Keputusan Menteri Dalam Megeri Momor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Dasrah 3
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993
tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan j
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM |66 Tahun 1993
tentang Fasilitas Farkir untuk Umum 3
Keputﬁsan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Ferubahan 3
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1797
tentang Pedoman Tfata Cara Pemungutan Retribusi
Daerah 3
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998
tentang Ruang Lingkup dan Jenis—Jenis Retribusi
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II| 3

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probo-
linggo Nomor 17 Tahun 1724  tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas iLalu Lintas Angkutan

Jalan Daerah Eabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo-




Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAEYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

MEMUTUS K aHi

Menetapkan : PERATLURAN DAERAH KABUPATEN PROBOL INGED TENTANG
RETRIBUSI FARKIR DI TEFI JALAN UMUM.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Balam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :

a.
b.
g

d.

k.

Daerah, adalah ¥abupaten Probolinggo
Pemerintah Daesrah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Kepala Daerah, adalah Bupati Frobolinggo

Pejabat, adsalah pegawai vyang diberi tugas tertentu dibidang
retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang—undangan daerah
vang berlaku 3

perseroan terbatas, perserocan komanditer, perseroan lainnva, badan

Badan Hukum, adalah suatu bentuk badan usaha tang meliputi
usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi; yayasan, atau
organisasi vang sejenis; lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap
serta bentuk badan usaha lainnva ;
Kendaraan Tidak Bermotor, adalah setiap kendaraan yahg digerakkan
bukan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan [itu, termasuk
kendaraan vang digerakkan tenaga penghsla hewan dan dipergunakan
untuk perlengkapan pengangkutan orang dan atau haraqg H

Kendaraan Bermotor, adalsh kendaraan vang digerakkan oleh peralat-—
an teknik vang berada pada kendarsan itu termqsuk kendaraan
gandengan atau kereta tempelan vang dirangkaikan dengan kendaraan
bermotor
Farkir, adalah keadaan tidak bergerak suatu kendara;n bermotor dan
tidak bermotor vang tidak bersifat sementara
Tempat Parkir, adalah tempat yvang berada di tepi jalan umum
tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai |(tempat parkir
kendaraan bermotor dan tidak bermotor
Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa vyang disediakan
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan KHepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang| pribadi atau
badan 3
Retribusi FParkir di tepi Jalan Umum vyang selanjutnya disebut
retribusi, adalah pembayaran atas jasa penggunaan témpat parkir di

tepi jalan umum yvang ditetapkan oleh Kepala Daerah




Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan

peraturan perundang—undangan retribusi diwajibkan un
pembavaran retribusi,
Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu vy

batas waktu bagi waijib retribusi untuk memanfaathkan

termasuk pemungutan atau pemotg

vang menurut

Huk melakukan
ng retribusi:
ang

1

merupakan

ahan parkir 3

n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat
SKRD, adalah surat ketstapan vang ﬁénentukan besarnya Jjumlah
retribusi vang terutang ;

o. Penvidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah
serangkaian tindakan vang dilakukan oleh Penvidik Pegawai Negeri

Sipil vang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk

mengumpulkan bukti vang dengan bukiti itu membuat

pidana dibidang retribusi daesrah vang terjadi ce

tersangkanvya.

BAaBR II
MAMA, OBYEK DAN SUBRYEK RETRIBUSI

-

Fasal 2

DPengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipun

sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pa

jalan umum.

-

P

Fasal

{1} Obvek Retribusi adalah pelayanan penvyediaan tempat

jalan umum 3

{2} Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
Bupati.
FPasal 4
Subvek Retribusi adalah orang pribadi atau badan

menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

BEaB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Fasal G

Retribusi

jasa umum.

BEAE IV
CARS MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JABA
FPasal &

Tingkat penggunaan Jasa dihitung berdasarkan

tempat parkir.

frekuensi

mencari serta
terang tindak

rta menemukan

retribusi
di

gut

rkir

tepi

parkir di tepi

tetapkan oleh

hukum vang

Farkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebfgai retribusi

pENggUnAasan




(1}

{1}

{3}

BEARBR V
FRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESGARNYA TARIF
Pasal 7

Frinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
retribusi  didasarkan atas tujuan untuk mengendalika permintaan
dan penggunaan  jasa pelayvanan dalam rangka memperlancar lalu
lintas Jjalan dengan tetap memperhatikan biavya penvelenggaraan
pelavanan, kemampuan masvarakat dan aspek keadilan
Biaya sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi biaya pengadaan
marka, bhiava pengadaan rambu—-rambu, biava operasional,
pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka

pengawasan dan pengendalian.

BARB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
‘ Pasal B

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan untuk sekali parkir
sebagai berikut :
z&. Sepeda motor sebesar Rp. 200,- {dua ratus rupiah
b. Taksi, mobil pribadi dan mobil angkutan umum/pick up sehesar
Rp. 500,— {lima ratus rupiah}
c. Truk mini, bis mini, mﬂﬁil barang dan sejenisnya sebesar
Rp- 790,— {tuijuh ratus lima puluh rupiah}
d. Truk dan bis dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,— ({(seribu
rupiah} 3
e. Truk gandeng dan sejenisnya sebesar Rp. 1.5900,— {seribu lima
ratus rupishl}.
Besarnya tarif parkir berlangganan vang dikenakan unptuk seseocrang
atau badan hukum bagi yang berminat berlaku selama 1 {(satu) tahun
untuk kendaréaﬂ H
a. Sepeda motor sebesar Rp. 3&6£.000,—  (tiga pulph enam ribu

rupisah)

)

c. Truk, bis, bis mini; mobil barang dan sejenisnyﬁ Rp. 180.000,-

b. Taksi, mobil pribadi dan mobil angkutan penumpang umum/pick up

sghesar Rp. F0.000;— {sembilan puluh ribu rupiaq

{seratus delapan puluh ribu rupiah}
d. Truk gandeng dan seienisnya sebesar Rp. Z70.000,- {dua ratus

tujuh puluh ribu rupiah)
Bagi setiap orang atau badan hukum vang mempunyai bangunan
disekitar Jjalan rava dengan kepentingan pribadi atan usahanva
vang hampir setiap harinya memarkir kendaraan bermotor di  bahu
jalan raya dikenakan retribusi parkir berlangganan |yvang ditetap—~

kan setiap bulan sebagai berikut :




& .
a. Kendaraan mobil barang, bis, truk dan sejenisnva Rp. 20.000,-
{dua pulubh ribu rupiah)}
B. kKendaraan pribadi,; taksi dan mobil angkutan penumpang umum/
pick up sebesar Rp. 15.000,— (lima belas ribu rupiah}
FPasal @
Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
Peraturan Daerah ini disetorkan secara bruto ke kKas Daerah melalui
Bendaharawan Khusus Penerima (BEP) pada Dinas Pendjpatan Daerah
Kabupaten Probolinggo.
BEAR VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Frobolinggo.

EAaBR VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

FPasal 11
{1} Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan :
{2} Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dok
dipersamakan.
BEaB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 12
(1} Waijiib retribusi vyang tidak melaksanakan kewajiba
merugikan keuwangan daerah diancam pidana kurungan
& ({enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat)
retribusi terutang 3
-

Tindak pidana vang dimaksud pada ayat (1) adalah pe

BAaB X
FPENY IDIEKAN
Pasal 13
{1} Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkung
Dasrah diberi wewenang khusus sebhagai Penvidik un

umen lain vang

nnya seshingga

paling lama
kali jumlah

langgaran.

an Pemerintah

tuk melakukan

penvidikan tindak pidana dibidang pajak daerah |[dan retribusi
daesrah sehagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor =
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Fidana j;
{2) HWewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di  bidang retribusi
dasrah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap

dan jslas :



b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yvang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah |3

hadan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi

. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 4pribadi atau
daerah :

d. Memeriksa buku-buku, catatan—catatan dan dokumen—dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembubkuan, pencatatan, dan dokumen—dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;3

g- Menvuruh berhénti dan atau melarang seseorang| meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang  berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen| yvang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e 3

h. Memotret sgseoarang yang berkaitan dengan  tindak pidans
retribusi daerah

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi g

j. Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penvidikan
tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut  hukum  yvang
dapat dipertanggungjiawabkan.

{3} Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainva penyidikan dan menyampaikan hasil penvidikannya kepada

Penuntut Umum, sesual dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang MNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAERB XI
KETENTUAN FPENUTUP
Pasal 14

' Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Pergturan Daerah
Kabupaten Probolinggo Momor 20 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Tempat
Parkir dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Probolingge vang telah
disahkan dengan ¥Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 26 Januari 1991 Nomor 23/F Tahun 1991 sebagaimana diubah
terakhir kali dengan Peraturan Dasrah Kabupaten Daergh Tingkat I
Frobolinggo Nomor 10 Tahun 1994 vang telah disahkan dengan Keputusan
Gubernur Kepala Dasrah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Januari 1994

Momor 519/P Tahun 1994 dinvatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.




Hal-hal vang belum cukup diatur dalam Feraturan Daerah 3

mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh By

2

FPasal 15

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundan

Agar setiap

pengundangan Peraturan

Lembaran Daerah Kabupaten

Diundangkan

7 - fGoril

tanggal

orang

Daerah

dapat
ini

Probolinggo.-

dengan

mengetahuinya,

Ditetapkan di

dalam Lembaran

2000 Nomor: _

Pada tangga

5

menempatkannya

248

ni, sepanjang

ipati.

kan.

memerintahkan

dalam

Frobolinggo
Pebruari 2000
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I.

II.

PENJELASAN UMUM
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FROBOLINGGO
NOMOR 5 TAHUN Z000
TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

FENJELASAN UMUM

Bahwa tindak lanjut pelaksansan

if Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

sebagai

Nomor

tetri

Undang—Undang

busi Daerah;,

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah

certa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahug 1998 tentang

Ruang Lingkup dan Jenis—Jenis Retribusi Daerah Tingkat 1 dan

Daerah Tingkat II , maka dalam rangka lebih memantapkan Dtonomi

Daerah yang luas, nyata dan bertanggungiawab sebagaimana

diamanatkan oleh Undang-Undang MNomor 22  Tahun | 1999 tentang

Femerintahan Daerah, pelaksanaan Femerintahan dan Fembangunan

Daerah memerlukan biaya vyang bersumber dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari Retrij:51 Daerah

perlu  ditetapkan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten

Frobolinggo dengan FPeraturan Daerah-

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 =s/d Pasal 8 avat (1)

dan (2} | : Cukup jelas

Fasal B8 avat (3} : Yang dimaksud dengan satu
tendaraan adalah setiap kendaraan
vang dimiliki oleh setiap orang
atau badan.

Pasal 2 s/d Pasal 10 : Cukup jelas

Fasal 11 ayvat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat
diborongkan adalah bahwa seluruh
proses kegiatan pemungutan
retribusi  tidak dapat diserahkan
kepada pihak ketiga. Namun dalam
pengertian ini bukan berarti bahwa
Pemerintah Daera tidak boaleh
bekeria sama dengan badan—badan
tertentu vang karena
profesionalisme  lpyak dipercava
untuk ikut melakshnakan sebagian

tugas pemungutan

retribusi vang.



Pasal 11 ayat {2}

Fasal 12 s/d Fasal 1&

tidak dapat dikerjasamakan dengan

pihak ketiga

penghitungan

v ang terutang,

penyetoran retribusi

retribusi.

Cukup islas

Cukup ielas

h kegiatan
= retribusi
pPENGQAWAaSAn

dan penagihan




